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ABSTRAK 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang 
terjadi tidak hanya menyangkut nyawa, harta benda akan tetapi juga terhadap 
kesusilaan. Disadari atau tidak, modernisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dan 
pergeseran nilai-nilai lama ke nila-nilai baru. Adanya pergeseran nilai tersebut, 
memunculkan konflik-konflik kejiwaan yang bersifat psikologis pada orang tua, 
pemuda, bahkan anak-anak. Salah satu akibat dari adanya konflik kejiwaan ini adalah 
munculnya perilaku masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang 
dari kaidah-kaidah yang ada yaitu kaidah sosial, kaidah hukum dan kaidah agama 

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindakan yang sering terjadi maka 
hakim dalam rangka menegakkan hukum harus dapat berlaku adil dan obyektif karena 
bagi korban apalagi anak-anak peristiwa itu sering kali menimbulkan dampak yang 
besar baik dari segi psikologis maupun psikis yang mungkin dapat berakibat buruk 
bagi masa depan korban dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. 

Obyek penelitian ini adalah proses penyelesaian perkara pertanggungjawaban 
pidana delik pencabulan dan pertimbangan serta dasar hukum putusan Hakim dalam 
perkara delik pencabulan di Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

Penelitian ini merupakan field research yang menggunakan metode deskriptif 
analitik, dengan mengunakan normatif yuridis, teknik pangumpulan data kepustakaan, 
pada analisa penyusun mengunakan data kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara 
pertanggungjawaban pidana delik pencabulan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan 
No. 46/Pid.B/2008/PN.Skh secara umum telah sesuai dengan ketentuan undang-
undang yang berlaku. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun. 
Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pertanggungjawaban pidana delik 
pencabulan di Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan pengakuan langsung dari 
terdakwa, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang cukup, serta terpenuhi unsur-unsur 
pencabulan. Sedangkan pertimbangan yang paling dominan adalah hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sedangkan dasar hukum 
putusannya adalah pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak.  

Akhir kata, permasalahan pandangan hukum Islam terhadap 
pertanggungjawaban pidana delik pencabulan terhadap anak di bawah umur, 
bahwasanya hukum Islam memandang penjatuhan sanksi terhadap pelaku perzinaan 
(cabul) dalam hal ini belum di intepretasikan dengan baik dalam redaksional undang-
undang tersebut sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana belum sesuai dengan 
nilai-nilai yang dianut di dalam hukum Islam.  
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MOTTO 

 

 

 

 

” Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah,  

Sedang dia orang yang berbuat kebaikan, 

Maka sesungguhnya ia berpegang pada buhul tali yang kokoh 

Dan hanya Allah-lah kesudahan segala urusan ” (QS Luqman 22) 

 

” Kaluhuraning jiwo manungso iku dumunung ono ing bebuden, 

Sineksen roso pangroso ”(bale sigolo-golo) 

(Pandawa -ing Perang Borotoyudho) 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

  ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م

Alīf 
bā’ 
tā’ 
sā’ 
jīm 
hā’ 
khā’ 
dāl 
zāl 
rā’ 
zai 
sin 
syin 
sād 
dād 
tā’ 
zā’ 
‘ain 
gain 
fā’ 
qāf 
kāf 
lām 
mīm 

tidak dilambangkan 
b 
t 
ś 
j 
h 

kh 
d 
ż 
r 
z 
s 
sy 
s  
d 
t  
z 
‘ 
g 
f 
q 
k 
l 

m 

Tidak dilambangkan 
be 
te 

es (dengan titik di atas) 
je 

ha (dengan titik di bawah) 
ka dan ha 

de 
zet (dengan titik di atas) 

er 
zet 
es 

es dan ye 
es (dengan titik di bawah) 
de (dengan titik di bawah) 
te (dengan titik di bawah) 
zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 
ge 
ef 
qi 
ka 
`el 
`em 
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ن
و
  هـ
 ء
ي

nūn 
wāwū 

hā’ 
hamzah 

yā’ 

n 
w 
h 
’ 
Y 

`en 
w 
ha 

apostrof 
Ye 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 
 

 ditulis  متعّد دة

Ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah عدّة
 

C. Ta’ Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 ditulis حكمة

Ditulis 

Hikmah 

‘illah علة
 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

آرامة الأولياء Ditulis Karāmah al-auliyā’ 

 
3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 
 

زآاة الفطر Ditulis Zakāh al-fitri 

 
D. Vokal Pendek  

xi 
 



 

___َ 
 فعل
___ِ 
 ذآر
___ُ 
يذهب

fathah 
 
 

kasrah 
 
 

dammah 

ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 

A 
fa’ala 

i 
zukira 

u 
yazhabu 

 
 

E. Vokal Panjang 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Fathah + alif 
 جاهلية
fathah + alif maqsur 
 تنسى
kasrah + ya’ mati 
 آـريم
dammah + wawu mati 
فروض

ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 

a> 
ja>hiliyyah 

a> 
tansi> 

i 
kari>m 

u> 
furu>d 

 
 
F. Vokal Rangkap 

 

1 

 

2 

fathah + ya’ mati 

 بينكم
fathah + wawu mati 

قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 
 
G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof  

xii 
 



أأنتم ditulis 

ditulis 

Ditulis 

a’antum 

u‘iddat 

La’in syakartum 

أعدت
لئن شكرتم

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

القرآن ditulis 

Ditulis 

al-Qur’a>n 

Al-Qiya>s القياس
 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 

السمآء ditulis 

Ditulis 

as-Sama>’ 

Asy-Syams الشمس
 
I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 
Ditulis menurut penyusunannya. 

 

ذوي الفروض Ditulis 

ditulis 

żawī al-furūd 

ahl as-sunnah أهل السنة
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang 

harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam 

masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala 

bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan 

anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dala 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu ” melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia”.1 Dari tujuan nasional tersebut dapat 

dilihat bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya 

termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan 

keselamatan hidup mereka. Anak-anak yang masih memerlukan 

perlindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban dari 

suatu tindak kejahatan. 

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa 

maupun terhadap anak semakin meningkat baik kuantitas maupun 

kualitasnya. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban 

manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan 

                                                 
1 Undang-Undang Dasar alenia IV  
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terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan 

juga semakin meningkat. Dalam hubungannya dengan kajahatan 

kesusilaan, sering terjadi pada suatu krisis sosial dimana keadaan tersebut 

tidak akan lepas dari peranan kaidah sosial yang ada. Orang dahulu 

membicarakan seks telah dianggap tabu tetapi pada sat ini seks telah 

menjadi pembicaraan umum dan telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu 

seksologi. Disadari atau tidak, modernisasi mengakibatkan terjadinya 

perubahan dan pergeseran nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru. Adanya 

pergeseran nilai tersebut, memunculkan konflik-konflik kejiwaan yang 

bersifat psikologis pada orang tua, pemuda, bahkan ank-anak. Salah satu 

akibat dari adanya konflik kejiwaan ini adalah munculnya perilaku 

masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang dari 

kaidah-kaidah yang ada yaitu kaidah sosial, kaidah hukum dan kaidah 

agama.  

Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan 

ini adalah tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan 

seksual (sexual offense) dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana 

pencabulan. Pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan 

bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga megalami 

kekerasan emosional. 

Meningkatnya kejahatan kesusilaan dan kejahatan yang lain dapat 

dilihat sekarang ini di Indonesia yaitu makin maraknya acara tayangan 

televisi yang bertemakan kriminalitas. Setiap harinya kejahatan terjadi 
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bahkan semakin meningkat. Keprihatinan yang tinggi sekarang ini timbul 

dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan kejahatan terhadap 

kesusilaan (misalnya perkosaan, perbuatan cabul) mulai merajalela dan 

meresahkan masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya 

menimbulkan kekhawatiran ataupun kecemasan khususnya orang tua 

terhadap anak-anaknya, selain dapat mengancam keselamatannya dapat 

pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih 

dini. 

Kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan adalah kejahatan 

yang korbannya anak-anak yang masih dibawah umur, sebab hal ini akan 

mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma 

seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap 

anak di bawah umur seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh 

korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak 

menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal 

oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus 

tindak pidana terhadap anak harus diproses dan diadili seadil-adilnya. Para 

pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan 

anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap 

perkembangan anak. 
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Dalam hukum Islam pengertian maupun sanksi terhadap perbuatan 

cabul secara eksplisit belum dijelaskan. Sebab segala perbuatan asusila yang 

dilakukan di luar pernikahan adalah perbuatan zina, sedangkan pengertian 

cabul itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Zina dinyatakan 

oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang tentu saja dan 

sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat-akibat yang 

ditimbulkannya sangatlah buruk, lagipula mengundang kejahatan dan dosa, 

karena zina mengandung arti hubungan kelamin diantara seorang lelaki 

dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan 

perkawinan.2 Sedangkan cabul merupakan perbuatan merangsang untuk 

memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar 

tata hukum dan tata asusila. 

Sebagaimana putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo 

No. 46/Pid.B/2008 tentang kasus pencabulan, yang telah dilakukan Joko 

Trianto (26 tahun) padanya dijatuhi dengan pidana penjara 5 tahun dan denda 

60 juta, jika tidak bisa dibayarkan dalam waktu satu bulan maka masuk 

kurungan 6 bulan.3 Hal ini karena perkaranya terjerat pasal 82 Undang-

undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 

                                                 
2 Abdurrahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, alih bahasa H.Wadi, (Jalarta: Rineka 
Cipta,1992), hlm. 31.  
3 Berkas putusan, No 46/Pid.B/2008/PN Sukoharjo 
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Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).4

Atas dasar inilah penulis meneliti permasalahan putusan majelis 

hakim yang dirasa tidak sesuai dengan sanksi pidana yang termuat didalam 

pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo sebagai obyeknya adalah surat keputusan majelis hakim, dan untuk 

lebih terfokus dalam pembahasan selanjutnya maka penulis membatasi 

masalah tentang pertanggungjawaban pidana delik pencabulan dari hasil 

putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan ditinjau dari 

hukum Islam.   

    

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian di atas agar tujuan dan arah penulisan ini tidak 

menyimpang dari pokok pembahasan, dengan ini penulis mengemukakan 

pokok masalah yang akan dibahas, adapun perumusan masalah adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana putusan hakim terhadap delik pencabulan di Pengadilan 

Negeri Sukoharjo? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara delik 

pencabulan di Pengadilan Negeri Sukoharjo? 

 

 

                                                 
4 Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, UU No. 23 Tahun 2002. 

5 
 



C. Tujuan dan Kegunaan 

Setiap penelitian pasti ada tujuan penelitian yang akan dilakukan 

karena merupakan jawaban atas pertanyaan yang hendak dicapai dalam 

penelitian yang terarah sehingga timbul adanya keterkaitan dengan masalah 

yang akan dibahas. Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis lakukan 

adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

   Mendeskripsikan dan menganalisa putusan hukum delik pencabulan 

di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan bagaimana pertimbangan hakim dalam 

memutuskan perkara delik pencabulan di Pengadilan Negeri Sukoharjo 

kemudian ditinjau dari hukum Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum pidana Islam, 

serta menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam 

bidang pidana, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan 

pertanggungjawaban pidana delik pencabulan.  

 

D. Telaah Pustaka 

Dari berbagai buku yang penyusun baca ada beberapa buku yang 

dapat dijadikan rujukan dalam menyusun skripsi ini diantaranya, buku 

karangan P.A.F. Lamintang tentang Delik-delik Khusus Tindak Pidana-

Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kepatutan. Dalam buku tersebut 

Lamintang menjelaskan tentang tindak pidana-tindak pidana kesusilaan dan 

6 
 



kepatutan yang ada dalam KUHP. Selain itu ia juga membahas tentang 

pelanggaran yang berhubungan dengan kesusilaan. 

Selain itu buku karangan Laden Marpaung, S.H. yang berjudul 

Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Didalam buku ini 

dijelaskan kejahatan terhadap delik kesusilaan serta masalah pencegahannya 

dalam menanggulangi kejahatan terhadap kesusilaan. Dan R.Soesilo dalam 

karyanya, KUHP dan Komentar-Komentarnya, dalam buku ini dipaparkan 

tentang undang-undang dan pasal demi pasal serta penjelasannya.  

Buku ini sangat membantu penyusunan skripsi ini dengan 

penjelasan-penjelasan yang mendetail tentang tindak pidana asusila yang 

menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Pembahasan pada pasal-pasal yang 

berkaitan dengan pencabulan yang terdapat pada pasal 294 KUHP, Undang-

undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun pasal lain yang 

ada kaitannya dengan tindak pidana pencabulan. 

Dalam kaitannya dengan hukum Islam yang membahas tentang 

hukum pidana atau jarimah yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain 

adalah Asas-asas Hukum Pidana karya A. Hanafi yang dalam bukunya ia 

membahas tentang jarimah dan bagian-bagiannya lalu asas legalitas pada 

aturan-aturan pidana Islam, percobaan melaksanakan jarimah dan lain-lain.5 

Kemudian Muhammad Amin Suma, MA dalam bukunya Pidana Islam di 

Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan, membahas tentang norma, 

                                                 
5 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta:Bulan Bintang, 1990)  
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aturan dan sanksi yang berkaitan dengan perzinahan, kekerasan fisik serta 

sanksi kuratif-edukatif dan lain-lain.6

Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad ad-Da’ur dalam bukunya 

Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam membahas mengenai 

sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang diantaranya adalah pelanggaran 

terhadap kehormatan yaitu perbuatan-perbuatan cabul serta sanksi-sanksinya.7 

Skripsi dengan judul Sanksi Pidana Terhadap Delik Cabul Dalam Pasal 294 

KUHP Perspektif Hukum Islam oleh A. Junaidi.HS.8 Dan skripsi Sofwan 

dengan judul Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak 

Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002.9 Kedua 

skripsi tersebut hanya membahas tentang sanksi pidananya saja. 

Dari sekian buku dan skripsi sudah banyak yang membicarakan 

mengenai sanksi pidana pencabulan maupun kekerasan terhadap anak, akan 

tetapi belum ada satupun yang membahas tentang Pertanggungjawaban 

Pidana Delik Pencabulan di Pengadilan Negeri Sukoharjo Studi Putusan No. 

46/Pid.B/2008. Oleh karena itu penulis perlu mengkaji secara lebih spesifik 

lagi. 

  

                                                 
6 Muhammad Amin Suma, Dkk, Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan, 
Cet. Ke 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus) 2001 
 
7 Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad Ad Daur, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam 
Islam, alih bahasa Syamsuddin Ramadlan, cet. Ke-1 (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2004)  
 
8 A.Junaidi.H.S, Sanksi Pidana Terhadap Delik Cabul Dalam Pasal 294 KUHP Perspektif Hukum 
Islam, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006.  
 
9 Sofwan, Sanksi Pidana AtasTindak Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam dan 
Undang-Undang No.23 Tahun 2002, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. 2006.  
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E. Kerangka Teoretik 

Dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) tindak pidana dikenal 

dengan istilah jarimah yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum syara’. 

Pencabulan dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah 

ta’zir. Yang dimaksud dengan jarimah ta’zir yaitu suatu perbuatan atau tindak 

pidana yang hukumannya tidak ditentukan oleh Al-Qur’an dan Al-Hadis yang 

berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang 

berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan pencegahannya 

untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa.10 Dalam jarimah ta’zir 

hukuman yang dijatuhkan ditentukan oleh penguasa atau pemerintah, dalam 

hal ini adalah seorang hakim. 

Islam dengan segala ajaran-ajarannya telah banyak menjelaskan 

bahwa manusia diciptakan dengan segala hak-haknya yang sudah semestinya 

ia diterima, begitu juga dengan kewajiban yang harus ia laksanakan. 

Penyimpangan hak manusia adalah suatu kedzaliman atau tindakan 

kesewenang-wenangan. Islam sangat membenci tindakan ataupun perlakuan 

kesewenang-wenangan terhadap sesama makhluk hidup. 

Percobaan perzinahan, pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati 

zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada 

paksaan menurut pandangan Islam termasuk perbuatan yang diancam dengan 

hukuman ta’zir karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai 

                                                 
10 Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1996), hlm161. 
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pelanggaran terhadap hak perorangan. Akan tetapi juga, hal itu dipandang 

sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat. 

 Pencabulan menjadi tindak kejahatan yang begitu menakutkan 

terutama bagi anak-anak. Meskipun dalam undang-undang sudah diatur 

dengan jelas, baik dari segi kriteria maupun sanksi hukumnya, namun grafik 

kejahatan ini terus meningkat. Dekadensi moral menjadi persoalan yang 

memicu grafik meningkat itu. Hal ini juga diperparah dengan proses hukum 

yang kurang maksimal yang menyebabkan pelaku pencabulan sering lepas 

dari jerat hukum. Perbuatan cabul yang akhir-akhir ini sering terjadi 

dikarenakan selama ini perbuatan tersebut dijadikan salah satu cara untuk 

menyalurkan nafsu seksnya. Disamping itu sanksi yang dijatuhkan terhadap 

pelaku tidak membuat si pelaku jera. 

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman atau sanksi dalam 

Syari’at Islam ialah pencegahan, pengajaran dan pendidikan, dengan maksud 

mencegah bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan jahat dan mencegah 

bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa, serta memberikan 

pengajaran dan pendidikan kepada pelaku untuk meninggalkan perbuatan 

tersebut bukan karena takut pada ancaman hukuman melainkan atas kesadaran 

sendiri.11

Dalam mewujudkan kemaslahatan umat ada lima unsur pokok yang 

harus dipelihara dan diwujudkan, kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, 

akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan 

                                                 
11 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm 225. 
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jika ia dapat memelihara lima unsur tersebut, sebaliknya ia akan merasa 

adanya mafsadat manakala ia tidak memelihara kelima unsur tersebut.  

Ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memandang hukum dasar 

manusia yang merupakan norma-norma melekat dalam fitrah manusia artinya 

kelima unsur tersebut mengakomodasi kepentingan semua pihak, tanpa 

memandang keyakinan, golongan, etnis dan jenis kelamin. Ini berarti juga 

bahwa penegakan hak-hak dasar manusia harus memperhatikan keadilan, 

kemerdekaan dan kesetaraan manusia didepan hukum. Secara konsepsional 

pelaksanaan hak-hak ini ditempuh melalui dua cara: Jalb al-mashalih dan 

dar’u al-mafasid menegakkan kebaikan-kebaikan atau mewujudkan 

kesejahteraan umum dan menolak segala hal yang destruktif. Sehingga apa 

yang ditetapkan nanti senantiasa berpijak pada kemaslahatan bersama dalam 

masyarakat itu sendiri. 

Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan 

dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu 

jelas dan tegas. Para hakim ditugaskan untuk menjalankan tugas-tugasnya 

dengan adil dan tidak memihak.12 Namun begitu seorang hakim harus 

memperhatikan kemampuan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan 

dalam menjatuhkan hukuman. Dan jangan ada keraguan dalam menjatuhkan 

hukuman karena hal itu dapat menjadi sebab gugurnya hukuman.13  

Bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman 

                                                 
12 Topo Santoso, Manggagas Hukum Pidana (Bandung: Asy Syamsil dan Grafindo, 2001) hlm 
103. 
 
13 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 9, alih bahasa M. Nabhan Husein, (Bandung: Al-Ma’arif, 1995), IX, 
hlm. 3. 
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yang sepantasnya, karena hukuman selain dapat dijadikan suatu balasan atas 

kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin 

maraknya tindak kejahatan.  

 

F. Metode Penelitian 

Di dalam suatu penelitian metode merupakan faktor yang sangat 

penting sebagai proses penyelesaian suatu prmasalahan yang di teliti. Definisi 

metode itu sendiri adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai tingkat 

ketelitian jumlah dan jenis yang akan dihadapi, definisi lain mengenai metode 

menurut Moh. Nasir adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap 

penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran.14 Sedangkan penelitian 

diartikan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

penelitian.15 Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai arti dari 

metode penelitian yaitu cara yang diatur secara sistematis dalam rangka 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian sebagai usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

              Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas 

                                                 
14 Moh. Nazir, Metode Penelitan, (Jakarta: Ghalia Indah, 1983) hlm. 42. 
15 Ibid. , hlm 99. 
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kesesuaian antara teori dan praktek dengan menggunakan data primer,16 

dalam hal ini kasus pencabulan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, sedangkan 

obyek dalam penelitian ini adalah putusan pertanggungjawaban pidana delik 

pencabulan, dan kemudian dideskripsikan serta dianalisis sehingga dapat 

menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah. 

2. Sifat Penelitian 

              Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian 

yang dapat menghasilkan gambaran yang menguraikan fakta-fakta, situasi-

situasi atau kejadian.17 Dalam hal ini penuli memaparkan tentang 

pertanggungjawaban pidana delik pencabulan, dengan demikian 

mempermudah bagi penulis untuk memberi kesimpulan dan menganalisis.  

3. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang 

akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo karena pernah terjadi tindakan pencabulan anak dibawah umur di 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo dan pelakunya telah 

memperoleh putusan hukum yang tetap. 

 

 

 

 

 
                                                 
16 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dan Praktik, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 16. 
 
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. III, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51. 
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4. Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a) Data primer  

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data 

untuk tujuan penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh 

dari Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

b) Data sekunder 

Merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer, data 

sekunder meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian 

kepustakaan melalui literatur-literatur, himpunan perundangan yang 

berlaku, hasil penelitian berwujud laporan maupun bentuk lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Sumber Data 

Mengenai sumber data diperoleh dari : 

a) Sumber data primer  

Sumber data yakni hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang 

memeriksa dan memutus perkara pencabulan. 

b) Sumber data sekunder 

Yaitu data yang dipergunakan sebagai bahan penunjang data primer. 

Dalam penelitian ini data sekunder adalah buku literatur, peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan penelitian.  
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6. Metode pengumpulan data 

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan 

yang diteliti, maka dalam penulisan itu menggunakan teknik penumpulan data 

sebagau berikut : 

a) Studi lapangan  

Data dalam studi lapangan didapat melalui observasi dan wawancara 

dengan tujuan agar diperoleh data secara mendalam dan dilakukan 

terhadap mereka yang benar-benar mengetahui, agar data yang didapat 

lebih akurat sehingga tujuan dari penelitian ini tercapai. Jenis 

wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yang 

bersifat komprehensif dengan menggunakan catatan dan kerangka 

pertanyaan yang telah ditentukan pokok permasalahannya.  

b) Studi kepustakaan  

Dalam studi kepustakaan digunakan metode content analysis/analisis 

isi yang artinya adalah teknik untuk menarik kesimpulan dengan 

mengidentifkasi pasal-pasal secara obyektif dan sistematis yaitu 

dengan cara mempelajari buku ilmiah serta peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang 

diteliti. 

7. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti mengenai 

pertanggungjawaban pidana delik pencabulan di Pengadilan Negeri 
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Sukoharjo dengan melihat sesuatu itu atau tidak berdasarkan norma-norma 

yang ada, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan 

hukum Islam. 

8. Metode analisis data 

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode 

analisis kualitatif. Menurut Soejono Soekanto analisis kulitatif adalah suatu 

cara penelitan yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang 

nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. 18

 

G. Sistematika Pembahasan 

                Penyusun skripsi merumuskan lima pokok pembahasan yang secara 

singkat diuraikan sebagai berikut: 

                Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang 

masalah sebagai dasar perumusan masalah, pokok permasalahan untuk 

membatasi lingkup masalah yang diteliti. Tujuan dan kegunaan, telaah pustaka 

sebagai referensi atau literatur bahan kajian yang digunakan, kerangka teoritik, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

              Bab kedua berisi tentang tinjauan umum pertanggungjawaban pidana 

pencabulan yang menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum, kriteria, 

dan pertanggungjawaban delik pencabulan. 

                                                 
18 Ibid., hlm 32 
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                   Bab ketiga membahas tentang tinjauan umum atas putusan 

Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap delik cabul yang meliputi,putusan 

Pengadilan Negeri Sukoharjo,faktor pertimbangan hakim Pengadilan Negeri 

Sukoharjo. 

Bab keempat mencoba untuk menganalisa tentang putusan 

Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap tindak pidana cabul meliputi 

didalamnya dari segi penetapan sanksinya serta pertimbangan hakim dalam 

memutuskan perkara tersebut. 

Bab kelima, akan diakhiri dengan penutup, yang berisi : kesimpulan 

penyusun mengenai pembahasan yang telah terpaparkan sebelumnya serta 

saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut. 
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BAB V 
 

PENUTUP 
 
 
 
 
A.  Kesimpulan 

Setelah penyusun mengadakan penelitian dan menganalisa kasus 

pidana delik  pencabulan terhadap anak dibawah umur serta melakukan 

wawancara kepada pihak yang berkompeten di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo, maka penyusun mendapatkan kesimpulan dan saran yaitu 

sebagai berikut:  

      1.   Setelah melihat hasil putusan majelis hakim mengenai delik pencabulan 

yang ada di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan No. perkara 

46/Pid.B/2008/PN.Skh serta menganalisanya, maka hukuman penjara 

selama lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Joko Triyanto 

Bin Teguh Raharjo dilihat dari dampak psikologis, sosiologis, kesehatan 

dan agama belum sampai pada batas maksimal untuk nilai sebuah 

keadilan. Hal ini karena dalam hukum Islam setiap sanksi tindak pidana 

kejahatan, terutama kejahatan terhadap susila, apabila seseorang 

melakukan tindak pidana pencabulan, maka orang tersebut dapat dikenai 

hukuman had tetapi hukuman ta’zir tidak ditentukan secara pasti dalam 

nash, sehingga dalam pemberian hukuman diserahkan pada Hakim untuk 

menentukan sanksi hukuman maka hukuman harus bersifat edukatif dan 

memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Selain merupakan perbuatan yang 

haram dan keji untuk dilakukan, hukuman tersebut juga bertujuan untuk 
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membuat si pelaku jera dan mau bertaubat. Sehingga tujuan dari hukuma 

dapat merealisasikan kehidupan maslahah dan menjaga sendi-sendi 

kehidupan manusia, baik dalam lingkungan masyarakat pada umumnya 

maupun dalam lingkungan keluarga. 

2.  Bahwa mengenai pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana 

pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri 

Sukoharjo No. perkara 46/Pid.B/2008/PN.Skh dengan terdakwa Joko 

Triyanto, hakim telah mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan 

maupun yang memberatkan yang ada pada diri terdakwa, seperti sifat baik 

dan jahat dari pelaku, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara 

melakukan, keadaan sosial ekonomi, dan pengaruh pidana terhadap masa 

depan pelaku, korban maupun keluarga korban. Dalam kasus ini 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah pertimbangan dari 

segi pembuktian perbuatan pidana dan berdasarkan pertimbangan sisi 

kebenaran formal (kenbenaran menurut hukum) di mana semua unsur 

dalam dakwaan telah dapat dibuktikan dan pertimbangan dari sisi 

kebenaran mutlak (kebenaran materil) seperti pengakuan terdakwa, alat 

bukti, keyakinan dalam diri hakim dan lain-lainnya. Dari kasus ini 

walaupun perbuatan pencabulan yang terhadap anak dibawah umur 

seharusnya dijatuhi hukuman berat, akan tetapi karena terdakwa mengaku 

bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 

lagi, faktor itu oleh hakim dinilai sebagai faktor yang meringankan 

pemidanaan.   
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B.  Saran-saran 

Setelah menyelesaikan laporan hasil penelitian ini, penyusun sangat 

meyadari dan merasakan sepenuhnya bahwa penelitian ini masih banyak 

kekurangan dan kelemahan serta masih jauh dari sempurna. Akan tetapi ada 

beberapa saran yang penyusun sampaikan sebagai berikut: 

1. Seorang tersangka tindak pidana kesusilaan yang korbannya adalah 

anak-anak haruslah mendapatkan pidana yang setimpal agar efek 

penjeraan dapat berjalan secara maksimal dan diharapkan 

pelakunya tidak akan mengulangi kejahatan yang sama dikemudian 

hari. 

2. Pemerintah perlu membentuk badan yang mengurusi rehabilitasi 

(crisis center) terhadap anak yang menjadi korban perkosaan atau 

pencabulan untuk meminimalisir akibat negatif yang mungkin 

timbul pada diri korban. 

3. Hukum di Indonesia perlu dikaji ulang kembali, terlebih pada 

peraturanperundang-undangannya yang masih belum memenuhi 

nilai kestandarandan nilai keadilan. Hal ini disebabkan hukum 

yang berlaku di Indonesiamasih warisan kolonial Belanda, 

sehingga menjadikan hukum di Indonesiabelum bisa berdiri sendiri 

dalam membentuk sebuah perundang-undangan. 
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4. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, untuk selayaknya 

sebuah pengadilan, khususnya pengadilan yang menangani tindak 

pidana, dalam memutuskan suatu putusan harus benar-benar 

mewujudkan keadilan, dengan berpedoman dan berlandaskan 

hukum-hukum yang ditetapkan oleh hukum Allah SWT dan Rasul-

Nya, terutama dalam delik pencabulan. 

5. Sebagai saran terakhir, bagi pembentuk undang-undang pidana, 

hendaknya memasukkan nilai-nilai keislaman dalam membuat 

suatu peraturan hukum perwujudan sikap terhadap aturan Allah  

SWT dan Rasul-Nya. 
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Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina,maka 
deralah tiap-tiap seorang dar keduanya seratus kali dera, dan 
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu 
untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada 
hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan 0leh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. 
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36 

 
 
 

38 

Dari Ubaidah Ibnu al-Shomit bahwa Rosulullah saw. 
Bersabda: ‘ Ambillah (hukum) dariku, ambillah (hukum) 
dariku. Allah telah membuat jalan dengan garis hukumannya 
seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina 
dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam. 
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37 

 
 

39 

Hindarkanlah bagi muslim hukum hudud kapan saja kamu 
dapat dan bila kamu dapat menentukan jalan untuk 
membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam 
membebaskan daripada salah dalam menghukum. 
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38 

 
 

41 

Pernah ada masa Rosulullah saw, seorang perempuan 
diperkosa maka beliau menolak hukuman hadd itu darinya 
serta melaksanakannya atas laki-laki yang memperkosanya 
dan dia wa’il tidak menyebutkan bahwa beliau menjadikan 
mahar bagi (kehormatan)nya 
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28 

Kalam diangkat (tidak diperhitungkan) dari tiga kelompok, 
anak hingga ia dewasa, orang yang terbangun, orang gila 
sampai dia sadar (sembuh) 
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52 

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum 
kerabatmu. 
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48 

 
53 

Jabir berkata: Aku mendengar Rosulullah saw, bersabda : “ 
Bagaimana suatu umat dapat terhormat bila hak orang lemah 
tidak dapat dituntut dari mereka yang kuat. 
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60 

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan 
melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah 
memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di 
dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. 
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61 

Dan  para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah 
ada empat orang saksi diantara kamu . Kemudian apabila 
mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka  
dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai 
Allah memberi jalan lain kepadanya . 
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57 

Dari Amar Ibnu al-Ash r.a. bahwa ia mendengar Rosulullah 
saw bersabda : “ Apabila seorang Hakim menghukum dan 
dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka 
baginya dua pahala : apabila ia menghukum dan dengan 
kesungguhannya ia salah, maka baginya satu pahala.” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA 
 
 
 
 

‘Abd al-Qadir ‘Audah   

Ia adalah seorang ulama terkenal. Alumnus Fakultas Hukum 

Universitas al-Azhar Cairo pada tahun 1930, dan sebagai mahasiswa terbaik. Ia 

adalah tokoh utama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin dan sebagai hakim yang 
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As. Sayyid Sabiq 

                    Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-

Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945 M. dalam bertindak dan berpikir selalu 

berpedoman kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Disamping itu beliau juga terkenal 

sebagai seorang yang menganjurkan untuk kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah. 

Beliau juga terkenal sebagai tokoh yang menentang kepada orang yang 

berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Adapun hasil karya beliau yang 

terkenal adalah kitab Fiqh as-Sunnah.   

 
 

At-Tirmidzi 

Nama lengkap Abu as-Saulami al-Bugi. Beliau adalah orang yang 

siqoh (terpercaya), beliau juga penghafal, penghimpun dan peneliti Hadits Kitab 
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